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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ) Jawa Timur

Sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda masalah lalu lintas ditangani
oleh DEPARTEMEN WEG VERKEER EN WATER STAAT. Sebagai aturan hukum
dan aturan pelaksanaannya diatur dalam WEG VERKEER ORDONANTIE
(WVO), Stat Blad Nomor : 86 Tahun 1933. Pada Tahun 1942 s/d 1945
Departemen yang mengatur lalu lintas, tidak berjalan dikarenakan adanya perang
kemerdekaan. Pada tahun 1950, diaktifkan kembali dibawah kendali
DEPARTEMEN LALU LINTAS DAN PENGAIRAN NEGARA. Pada tahun
1957, lahirlah Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok
pemerintahan di daerah. Atas dasar hal tersebut terbentuklah DJAWATAN LALU
LINTAS DJALAN (LLD) yang dilaksanakan di 10 Propinsi (Pulau Jawa dan
Sumatera). Pada Tahun 1958 terbit Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1958
yang mengatur tentang penyerahan sebagian urusan tugas bidang lalu lintas
kepada Daerah Tingkat I.

Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Jawa
Timur, berlokasi di JI. Ahmad Yani 268 Surabaya, Telp (031) 8292276. Dalam
rangka meningkatkan penyelengaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 121 Tahun 2008 Tanggal 25 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja. Unit Pelaksana Teknis LLAJ di Jawa Timur merupakan Unit Pelaksana



Teknis Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional di lapangan dengan
meliputi wilayah kerja seluruh Jawa Timur dan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan, pengaturan, pengendalian,
pemeriksaan pelanggaran dan penyidikan bidang lalu lintas angkutan jalan yang

dipimpin oleh Kepala Dinas.

2.2 Logo Dinas Perhubungan

a. Logo

Logo Departemen Perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang
menggambarkan keluarga besar Perhubungan. Logo terdriri dari bentuk lingkaran
mempunyai unsur-unsur roda bergigi, jangkar, burung Garuda dan bulatan bumi.

Logo dapartemen perhubungan dapat dilihat pada Gambar 2.1
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Gambar 2.1 Logo Dinas Perhubungan

b. Arti Logo

1. Roda bergigi berarti matra Perhubungan Darat

2. Jangkar berarti matra Perhubungan Laut

3. Burung Garuda berarti matra Perhubungan Udara

4. Bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa perhubungan

5. Warna logo terdiri dari warna biru langit (cerulean blue) berarti kedamaian

dan kuning berarti keagungan.



2.1 VISl dan MISI

a.

Visi:

Mewujudkan pelayanan transportasi yang berkualitas untuk mendukung

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

b.

1.

Misi:

Meningkatkan pemerataan pelayanan, dengan prioritas pada wilayah
kepulauan dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Meningkatkan pelayanan yang murah, mudah, aman, nyaman, dan cepat.
Meningkatkan peran bidang transportasi dalam percepatan dan pemerataan
proses pembangunan daerah.

Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan

pelayanan perhubungan.

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

a.

Tugas Pokok:

Dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan,

komunikasi, dan informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan.
b. Fungsi:
1. Perumusan kebijakan teknik bidang perhubungan, komunikasi dan

informatika.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

perhubungan, komunikasi, dan informatika.



3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi, dan
informatika

4. Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pengendalian
operasional dan keselamatan jalan, komunikasi, dan informatika.

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, komunikasi, dan
informatika

6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur

Departemen Perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang
menggambarkan keluarga besar Perhubungan yang terdapat beberapa bagian atau
departmen yang menangani semua kegiatan yang ada di organisasi ini. Semua
bagian bertanggung jawab langsung kepada pimpinan, struktur organisasi dapat

dilihat pada Gambar 2.2.
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2.5 Deskripsi Tugas

Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 2.2 dapat dideskripsikan

tugas yang dimiliki oleh tiap bagian yang bersangkutan sebagai berikut:

a.

Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok yakni memimpin, merumuskan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas untuk menyelenggarakana
kewenangan otonomi daerah di bidang perhubungan yang ditugaskan kepada
pemerintah Daerah.

Bidang Pengendalian Operasional

Bidang Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang kepala bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang
mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan program Kkerja dan
menyelenggarakan kebijakan bidang pengendalian operasional. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pengendalian
Operasional mempunyai fungsi menyelengarakan tugas bidan pengendalian
operasioanal.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional membawahi :

Seksi Fasilitas Operasional

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Operasional yang mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan kebijakan fasilitas operasional. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi fasilitas operasioanl

mempunyai fungsi yaitu menyelenggarakan kebijakan fasilitas operasional.
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2.

1.

Seksi pengawasan dan Penertiban

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Operasional yang mempunyai
tugas pokok dalam bindang pengawasan dan penertiban. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Pengawasan dan
Penertiban mempunyai fungsi yaitu menyelenggarakan kegiatan penindakan
dan penertiban.

Seksi Bimbingan dan Keselamatan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Operasional yang mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan kebijakan pembinaan bimbingan dan
keselamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi
Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi yaitu pengkoordinasian
pelaksanaan kegiatan bimbingan yang berkenaan dengan ketertiban dan
keselamatan lalu lintas serta pembinaan operasional pengaturan mobilisasi
prioritas penggunaan jalan.

Fungsi kerja prakte yaitu membantu bidang pengendalian operasional dalam
seksi pengawasan dan penertiban pada Dinas Perhubungan LLAJ Jawa
Timur.

Dapat memberi masukan terhadap instansi bersangkutan dalam hal Sistem
Informasi Uji Kir yang Terintegrasi dengan Jembatan Timbang

Dengan Sistem Uji Kir Terintegrasi dapat membantu dalam pembuatan
laporan data transaksi, LHR, Komoditi, dan Pelanggaran secara realtime untuk

pengambilan suatu keputusan.
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